
GUBERNUR LAMPUNG
 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/ 'l.'-l /B.V/HK/2014
 

TENTANG
 

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS
 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKlBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
 
BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG
 
MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT
 
SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 

NEGARA (APBNj/DEKONSENTRASl PADA D1NAS PERTAMBANGAN DAN
 
ENERGI PROVlNSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Membaca	 Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung 
Nomor: 902/679/IlLI7/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal 
Usulan Pengelola APBN Tahun Anggaran 2014; 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran 
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 pada Dinas 
Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, perlu menunjuk 
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja 
[Peja.bat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN}/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari 
segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud 
scsuai dengan Dokurnen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
(RKA~KL) yang bersangkutan; 

b.	 bahwa Peiabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ 
Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Larnpiran 
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk 
ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 
yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ 
Dekonsenrrasi Tahun Anggaran 2014; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b 
tersebut di atas, agar pelakaanaannya dapat berjalan ter-tib, 
perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen], Pejabat yang berwenang menguji dan 
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menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Bela.nja 
Negara (APBNj/Dekonsentrasi pada Dinas Pertarnbangari dan 
Energi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan 
Keputusan Gubernur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pcrnerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kata; 

5.	 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Pcraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 

6.	 Peraturan Daet-ah Provinsi Lampung 13 Tahun 2009 tentang 
Orgariisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 8 T'ahun 2013; 

Memperhatikan:	 Pera.turan Direktur .Jenderal Perbendaharaan Departemen 
Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN 
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMENj, PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN 
MENANDATANGANI SURAT PERlNTAH MEMBAYAR (PEJABAT 
SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA DINAS 
PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 
ANGGARAN 2014. 

KESATU	 Menunjuk Pejabat /Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 
pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 
8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan penge1uaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang 
bcrwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah 
Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dengan nama 
program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 
Lampiran Keputusan Ini. 
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KEDUA
 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELlMA 

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan 
wewenang sebagai berikut: 

a. bertanggungjawab baik dad segi fisik maupun keuangan atas 
pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan 
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang 
bersangkutan; 

b. bertanggungjawah atas penyelesaian kegiatan tepat pada 
waktunya; 

c. menyarnpaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJj 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk 
pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu; 

d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada 
tanggal 10 (sepuluh] tiap bulan untuk pelaporan bulan yang 
lalu; 

e. menyampaikan laporan triwulan selarnbat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 

f.	 mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang 
dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 
bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; 

g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan 
teratur sehingga setiap saat dapat diketahui: 
1.	 bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas 

anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis 
pengeluaran; 

')	 jumlah uang/dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan;dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan. 

h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/ 
spesifikasi teknis; 

1.	 membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan 
dari sisl anggaran keuangan, fiaik, dan sasaran fungsional 
selambat-Iambatnya 1 (satu] bulan setelah kegiatan selesai dan 
1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan 

J.	 membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro 
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinai 
Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan 
aset Pemerintah Daerah. 

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan 
yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat 
Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran ISPP). 

Pejabat yang berwenang menguji dan mcnandatangarn Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan 
kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan 
bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan 
kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, 
menyirnpan, menyerahkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara 
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara pada Satuan Kerja serta: 



- 4 ­

KEENAM 

KETUJUH 

a. wajib mcnyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan 
teratur sesuai dengan Sur-at Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor Kep-332jMjVj9j1968 tanggal 26 
September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara 
mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 217jKMK.03j1990 tanggal 22 Februari 1990 
tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menreri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 523jKMK.03j2000 
tanggal 14 Desernber 2000 ten tang Tata Cara Penganggaran, 
Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas; 

c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan 
Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah 
penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan 

d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur 
sehingga setiap saat dapat diketahui: 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran 
yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran; 

')	 jurnlah nang/dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan;dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan 

kegiatan. 

Kepala Satuan Kerja Pcrangkat Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pe1aksanaan tugas, 
kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan 
kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kcgiatan dan 
Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unitjbagian 
yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan 
pclaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan 
pembina sehari-hari kegiatan dalam organtsasi yang dipimpinnya. 

Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan 
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pernbuat 
Komitrnen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan 
mcnandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)jDekonsentrasi pada Dinas Pertambangan dan 
Energi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, yang 
ditandatangani Gubemur kepada Kepala Biro Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 
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KESEMBILAN
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Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat 
SPM). Bendahara Pengeluaran, yang tercantum dalam Dokumen 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak scsuai dengan nama 
yang ditetapkan dalam Keputusan irii, maka yang dianggap sah 
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen], Pejabat yang berwenang 
menguji dan mcnandatangani Surat Perintah Mernbayar (Pejabat 
SPMj. Bendahara Pengeluaran, adalah nama sebagaimana 
diretapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Keputusan irri mulai berlcku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai 
dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini 
akan diadakan pcrnbctularr sebagaimana mestinya. 

'l'embuean: 
1. Ketua BPK RI di Jakarta; 
2. Menteri Delam Negeri RI di Jakarta; 
3. Menteri Keuangan Rl di Jakarta; 
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung: 
5. Kepala Kantor :ViI.ayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung: 
6. Inspeknn- Provinsi Lampung d i Bandar Lempung: 
7. Kepala B~ppeda Prcvinsi Lampung di Telukbetung; 
8. Kepala B~o Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
9. Kepala Birn Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lernpung: 
11. ~pala KPPN Cabang Bander Lampung di Bander Lampung; 
12. Drrektur Utama PT Bank Lempung di Telukbetung. 
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LAMPIRAN,	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR , GI z 'i IRVIHKJ"O 14 
TANGGAL : 7.e j~mJar1°2014 

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABATIPNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
 
YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKJBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT
 
PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
 

MEMBAY AR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPA TAN DAN BELANJA NEGARA
 
(APBN)IDEKONSENTRASI PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG
 

TAHUN ANGGARAN "014
 

,----,,--=""',,---,------,---------,- ­
PEJABAT YANG SURAT 

- ~ 
MATA KUASA PENGGUNA PEJABATPEMBUAT BERWENANG MENGIJ.IIPENGESAHAN BENDAHARA 

KETERAi~GANDANA (Rp) ANGGARANDAFTAR [SIAN ANGGARAN PROGRAM KOMITMEN ,I DANNO. PENGELUARAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN MENANDATANGANJ 

ANGGARAN SPM
 
1
 , 62 3 7 s4 9 10 ' 

020.01.3.1200 lSi 020 1.018.120.000,- I [T. RE.. Piterdono. HZ, SE. MM L Dinas ----I 
I Pembina Utama Madya (lV/d)2014 01 Pertambangan dan 

NIP. 19601122 198903 I 003 05·[2-2013 12 Energi Provinsi 
Kepala Dlnas Pertambangan dan 120018 Larnpung 

Energi Provmsi Lampung 

020.0l.01 1.018.220.000,- Ir. H.E .. Piterdcno. HZ, SE, MM Akhmad Salim Irfan Toga Setiawan. SE 1.1 I020,OIJ.1200IS/ Program Abdul Menap Seko Dinas 
Pembina Urema Madya (IV/dl Indra. S.305, f\.Th.{ Penata ri. j (Ill/d)Dukungan2014 Pengatur Muda -n. I (II/b) Pertambangan dan 

05-12-2013 Menajemen dan NIP. 19601122 198903 I 003 Penara Tk. I (III/d) NIP, 19780206 NIP. 19710914 Energ! Provinsi 
Kepala Dines Pertambangan danPelaksanaan Togas NIP. 19690928 200312 1 005 200701 1016 Lampung 

Teknis Lainya Energi Provinsi Larnpung 1989121001 
Kementerian 
E80M 

tr. H.E.. Piterdono HZ, SE, MM Pembinaan dan 1.018.220.000,- Akhmad Salim Irfan Toga Setiawan, SE Abdul Manap Seko Dinas\.1.1. 1020.01J::Il2001Sf' 020.01.01. 
2014	 188] Koordlnasi Pembina Utama Madya (IV Id) lndra, 3.S05, Ml\1 Penara n. I (lJI/d) Pengatur Muda Tk I (Ilib) Pertambangan dan 

NIP. 19601122198903 I 003 05-12-2013 Perencanaan dan Penata Tk. I (UIId) NIP. 19780206 NIP. 19710914 
'I ~:~rgi Proviasi 

Kepala Dinas Pertambangan dan NIP. 19690928 2003121005Kerjasama 200701 1016 L:1Pung
I KESOr>,l Enerzi Provinsi Lamouna 1989121001_----l~=--_ ___'___-----"_____'''''"''-=~'l'''''JC____..L~='_'_'''''_L_	 _'__ 

GUBER 

SJACHRoreINIZ.p. 

)
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